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ABSTRAK
Penyelesaian kasus khalwat dapat dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 14 Tahun tentang Khalwat  2003 dan dengan Qanun
Nomor Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan
karena satu perbuatan hukum diatur oleh aturan dan institusi yang berbeda.
Tujuan penulisan  ini adalah untuk membahas harmonisasi dalam penyelesaian kasus khalwat oleh Peradilan Adat dengan Qanun
Aceh Nomor 14 Tahun 2003. Ingin membahas sinkronisasi putusan Peradilan Adat dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003.
	Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.
Menggunakan metode analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat
kualitatif. 
	Hasil penelitian menggambarkan bahwa adanya harmonisasi normatif lembaga-lembaga yang menyelesaikan kasus khalwat di
Aceh tujuan akhirnya adalah sama yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Akan tetapi seharusnya
penyelesaian kasus khalwat tidak lagi di selesaikan dengan berpegang  pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 karena  dasar hukum
pembentukan  Qanun  Khalwat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus telah dicabut dengan
Pasal 272 Undang- -Undang Pemerintahan Aceh.	
Penulis menyarankan Pemangku adat  agar dalam memberikan  sanksi adat tidak memicu sengketa baru terhadap pandangan luar
dan  penyelesaian kasus khalwat tidak lagi menggunakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, akan tetapi menggunakan
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Pemerintah Aceh agar segera mengesahkan Rancangan
Qanun Jinayah guna adanya kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum.
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